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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa diversi tidak dapat diberikan kepada pelaku anak dalam 

tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 dengan 

alasan sebagai berikut: 

1. Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 pelaksanaannya mengacu pada UU No. 11 

Tahun 2012 yang memuat ketentuan diversi bagi pelaku anak. 

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual diancam dengan pidana diatas 7 tahun, 

sehingga persyaratan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 

bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana 

penjara di atas 7 tahun tidak terpenuhi. 

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tindak pidana yang serius 

karena menimbulkan dampak yang luar biasa menyakitkan, merugikan, dan 

dapat menimbulkan penderitaan seumur hidup bagi korban. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa Pasal 23 UU No. 12 

Tahun 2022 dengan UU No. 11 Tahun 2012 belum selaras mengenai pelaksanaan 

diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual. Aturan yang belum 

selaras ini menjadikan kepastian hukum tidak tercapai. Hukum yang merupakan 

aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan harus dapat 
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menjamin kepastian hukum. Aturan hukum yang masih tumpang tindih, 

multitafsir, dan tidak konsisten dapat menyebabkan kepastian hukum tidak 

tercapai dan aturan hukum tersebut sulit diimplementasikan. Diperlukan aturan 

lebih lanjut yang mengatur mengenai pengecualian Pasal 23 UU No. 12 Tahun 

2022 yang menjelaskan pelaksanaan diversi bagi pelaku anak tindak pidana 

kekerasan seksual, sehingga jika Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 ingin 

diterapkan tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2012.  
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